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ABSTRAK 

 

Meliana Khairunisa, (2026) : Dampak Penolakan Isbat Nikah Poligami Siri 

terhadap Kedudukan Anak: Putusan Nomor 

184/Pdt.P/2020/PA.Pbr di Pengadilan Agama 

Pekanbaru 

 

 Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan 

perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang sah dan sejahtera 

berdasarkan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan. Dalam 

praktiknya, masih banyak dijumpai perkawinan yang tidak dicatatkan secara 

resmi, salah satunya adalah poligami siri. Untuk memperoleh pengakuan hukum 

negara, pihak-pihak yang melakukan perkawinan siri sering mengajukan 

permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Namun, tidak semua permohonan 

isbat nikah, khususnya yang berkaitan dengan poligami siri, dapat dikabulkan oleh 

hakim karena tidak terpenuhinya syarat-syarat hukum yang telah ditentukan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam 

menolak permohonan isbat nikah poligami siri serta menganalisis dampak hukum 

dari penolakan tersebut terhadap asal usul dan kedudukan hukum anak. Metode 

penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi 

kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta 

literatur hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Analisis data 

dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan 

mengaitkannya dengan fakta hukum dalam putusan pengadilan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan permohonan isbat nikah 

poligami siri didasarkan pada tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil 

poligami, terutama tidak adanya izin poligami dari pengadilan sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penolakan 

tersebut berimplikasi pada tidak diakuinya perkawinan secara hukum negara, yang 

berdampak pada kedudukan hukum anak, khususnya dalam hal asal usul anak dan 

pemenuhan hak-hak keperdataannya. Meskipun demikian, hukum tetap 

memberikan perlindungan terhadap anak melalui mekanisme penetapan asal usul 

anak dan pengakuan hak-hak dasar anak demi menjamin kepentingan terbaik bagi 

anak. 

 

Kata Kunci: Isbat Nikah, Poligami Siri, Kedudukan Anak 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

perkawinan harus dilakukan dihadapan petugas pencatat perkawinan 

sedangkan pada perkawinan yang berdasarkan Hukum Islam, perkawinan 

cukup dilakukan dihadapan ulama atau tokoh agama sesuai yang disyariatkan 

dalam Agama Islam.
1
 Perbedaan tersebut membuat beberapa pasangan bebas 

memilih untuk menghalalkan hubungannya, ada yang mengambil langkah 

untuk bertindak menghalalkan hubungannya dengan nikah sirri, pernikahan 

yang dilangsungkan tanpa menghadirkan petugas pencatat perkawinan dan 

memakain hukum syari‟at Islam sebagai landasannya, padahal pernikahan 

yang menghadirkan petugas pencatat perkawinan memiliki kekuatan hukum 

dan pastinya pihak-pihak yang terlibat didalamnya dilindungi oleh hukum 

bilamana suatu saat timbulnya konflik masalah dalam perkawinan tersebut 

dapat diselesaikan menurut hukum yang telah diatur oleh Negara, karena 

adanya bukti surat nikah yang dikeluarkan pihak KUA.
2
 

Dalam konteks negara Indonesia, perkawinan tidak hanya diatur oleh 

hukum agama, tetapi juga oleh hukum negara. Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah 

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, 

                                                           
1
 Latifah Ratnawaty, “Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia”, Jurnal 

Yustisi Vol 2., No. 2., (2015), h. 13 
2
 Ibid., h. 15. 
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serta wajib dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.
3
 Kewajiban pencatatan perkawinan ini bertujuan untuk menciptakan 

tertib administrasi, memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak dan 

kewajiban para pihak yang terlibat, khususnya suami, istri, dan anak.
4
 

Meskipun aturan hukum mengenai perkawinan telah diatur secara 

jelas, pada kenyataannya masih banyak ditemukan praktik perkawinan yang 

tidak dicatatkan secara resmi atau yang dikenal dengan istilah perkawinan 

siri.
5
 Perkawinan siri umumnya dilakukan karena berbagai alasan, seperti 

faktor ekonomi, keinginan menyembunyikan perkawinan dari pihak tertentu, 

hingga ketidaksiapan memenuhi syarat administratif yang ditetapkan oleh 

negara. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan siri dapat dianggap sah 

apabila rukun dan syarat perkawinan terpenuhi. Namun, dalam perspektif 

hukum negara, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena 

tidak dicatatkan.
6
 

Dalam praktik hukum di Indonesia, salah satu upaya yang dapat 

ditempuh untuk memperoleh pengakuan hukum atas perkawinan siri adalah 

melalui permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Isbat nikah merupakan 

mekanisme hukum yang disediakan untuk mengesahkan perkawinan yang 

telah dilangsungkan menurut syariat Islam tetapi belum dicatatkan secara 

                                                           
3
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2)  

4
 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi 

Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI, (Jakarta: 

Kencana, 2012), h. 38. 
5
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 

107. 
6
 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2008), h. 45. 
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resmi. Melalui isbat nikah, perkawinan siri dapat memperoleh pengakuan 

hukum negara, sehingga hak-hak keperdataan para pihak, termasuk anak, 

dapat dilindungi secara hukum.
7
 

Namun demikian, isbat nikah bukanlah solusi yang dapat diterapkan 

dalam semua kasus perkawinan siri. Pengadilan Agama memiliki kewenangan 

untuk menilai dan memutuskan apakah suatu permohonan isbat nikah dapat 

dikabulkan atau tidak. Dalam kasus perkawinan siri poligami, pengadilan 

cenderung bersikap lebih ketat karena berkaitan dengan pelanggaran terhadap 

ketentuan poligami dalam hukum positif. Apabila syarat-syarat poligami tidak 

terpenuhi, maka permohonan isbat nikah berpotensi besar untuk ditolak.
8
 

Penolakan terhadap permohonan isbat nikah poligami siri 

menimbulkan dampak hukum yang signifikan. Salah satu dampak yang paling 

serius adalah tidak diakuinya perkawinan secara hukum negara, sehingga 

hubungan hukum antara suami dan istri tidak memiliki kekuatan hukum.
9
 

Lebih jauh lagi, penolakan tersebut berdampak pada status anak yang lahir 

dari perkawinan siri poligami. Anak berpotensi mengalami kesulitan dalam 

pembuktian asal usul, pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran, serta 

pemenuhan hak-hak keperdataan lainnya.
10

 

 

                                                           
7
 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 

8
 Nurul Huda, “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di 

Indonesia,” Jurnal Al-Ahwal, Vol. 8, No. 2 (2015), h. 156. 
9
 Busyro, “Isbat Nikah dan Perlindungan Hak Anak,” Jurnal Al-Qadha, Vol. 6, No. 1 

(2019), h. 41. 
10

 Ibid., h. 48 
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Salah satu putusan yang menarik untuk dikaji dalam konteks ini adalah 

Putusan Nomor 184/Pdt.P/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru. Dalam 

putusan tersebut, majelis hakim menolak permohonan isbat nikah poligami siri 

dengan alasan tidak terpenuhinya ketentuan hukum terkait poligami. 

Penolakan ini menegaskan sikap pengadilan dalam menegakkan hukum positif 

terkait pembatasan poligami, namun di sisi lain menimbulkan pertanyaan 

mengenai dampaknya terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri poligami 

tersebut.
11

 

Anak merupakan amanah dan generasi penerus bangsa yang seharusnya 

mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal. Prinsip perlindungan 

anak menegaskan bahwa anak tidak boleh menjadi korban dari perbuatan atau 

kesalahan orang tuanya. Dalam hukum nasional, perlindungan anak diatur 

secara tegas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menekankan 

bahwa setiap anak berhak atas identitas, status hukum, dan perlindungan dari 

segala bentuk diskriminasi.
12

 Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/2010 juga memberikan terobosan hukum dengan menyatakan 

bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata 

dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan 

hukum.
13

 

 

                                                           
11

 Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Pbr. 
12

 Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2015), h. 67. 
13

 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. 
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Meskipun demikian, dalam praktik peradilan agama, penerapan prinsip 

perlindungan anak dalam kasus penolakan isbat nikah poligami siri masih 

menimbulkan berbagai perdebatan. Di satu sisi, pengadilan harus menegakkan 

hukum positif dan menjaga ketertiban hukum perkawinan. Di sisi lain, 

pengadilan juga dituntut untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak 

agar tidak dirugikan oleh status perkawinan orang tuanya. Ketegangan antara 

kepastian hukum dan keadilan substantif inilah yang menjadi persoalan 

penting untuk dikaji secara akademis.
14

 

Berdasarkan uraian tersebut, penolakan isbat nikah poligami siri tidak 

dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan sah atau tidaknya perkawinan, 

tetapi juga harus dilihat dari dampaknya terhadap anak sebagai pihak yang 

paling lemah. Oleh karena itu, kajian terhadap dampak penolakan isbat nikah 

poligami siri berdasarkan Putusan Nomor 184/Pdt.P/PA.Pbr di Pengadilan 

Agama Pekanbaru menjadi sangat relevan dan penting. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai 

implikasi hukum dari penolakan isbat nikah poligami siri terhadap asal usul 

anak, serta menawarkan perspektif perlindungan hukum yang lebih 

berkeadilan bagi anak dalam kerangka hukum Islam dan hukum nasional 

 Dengan demikian dari latar belakang masalah dampak pemolakan 

isbat nikah poligami siri terhadap asal usul anak diatas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang akan ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul 

                                                           
14

 Ahmad Kamil dan Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di 

Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 54. 
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“DAMPAK PENOLAKAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH POLIGAMI 

SIRI DAMPAK PENOLAKAN ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI 

TERHADAP KEDUDUKAN ANAK PUTUSAN NOMOR 

184/Pdt.P/2020/PA.Pbr DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU” 

 

B. Batasan Masalah 

 Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar 

ke permasalahan lain di luar fokus penelitian, maka penulis memberikan 

batasan masalah sebagai berikut. Penelitian ini hanya membahas dampak 

hukum dari penolakan permohonan isbat nikah terhadap perkawinan siri 

poligami sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 184/Pdt.P/PA.Pbr di 

Pengadilan Agama Pekanbaru. Fokus utama penelitian diarahkan pada 

implikasi penolakan isbat nikah tersebut terhadap penetapan asal usul dan 

kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan siri poligami. 

Penelitian ini dibatasi pada analisis pertimbangan hukum majelis 

hakim dalam menolak permohonan isbat nikah poligami siri berdasarkan 

ketentuan hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam, tanpa membahas secara 

mendalam aspek psikologis, sosial, maupun ekonomi para pihak. Selain itu, 

penelitian ini tidak membahas secara luas praktik poligami siri di masyarakat 

secara umum, melainkan hanya menelaahnya dalam konteks perkara yang 

menjadi objek penelitian. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas maka dapat diuraikan beberapa hal 

yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 

184/Pdt.P/PA.Pbr terkait penolakan isbat nikah poligami siri? 

2. Bagaimana dampak penolakan isbat nikah poligami siri terhadap asal 

usul dan status hukum anak? 

3. Bagaimana kedudukan anak yang lahir dari perkawinan siri poligami 

setelah adanya penolakan isbat nikah? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakin dalam Putusan Nomor 

184/Pdt.P/2020/PA.Pbr 

b. Untuk mengetahui dampak penolakan isbat nikah poligami siri 

terhadap asal usul dan status hukum anak 

c. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari 

perkawinan poligami siri setelah adanya penolakan isbat nikah. 
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2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

1) Untuk bahan kajian diskusi dan informasi bagi peneliti berikutnya 

mengenai permasalahan yang sama,  

2) Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan pengetahuan 

tetntang hukum keluarga islam terutama yang berhubungan dengan 

hukum perkawinan. 

3) Sebagai landasan dan sarana untuk mahasiswa syariah dan hukum 

dalam pengembangan ilmu perkawinan khususnya di Prodi Hukum 

Keluarga Islam Uin Suska Riau. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini berguna untuk memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai isbat nikah poligami tanpa izin istri pertama 

menurut tinjauan Hukum Islam. 

c. Manfaat Akademis  

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kerangka Teori 

1. Nikah 

a. Pengertian Nikah 

Pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia karena menjadi dasar terbentuknya keluarga dan 

masyarakat. Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai ibadah yang 

memiliki nilai spiritual sekaligus sosial. Melalui pernikahan, hubungan 

antara laki-laki dan perempuan dilegalkan secara syariat dan hukum, 

sehingga tercipta ketertiban serta keharmonisan dalam kehidupan 

bermasyarakat.
15

 

Perkawinan dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah an-

nikah. An-Nikah yang bermakna al-wat‟u dan ad-dammu wa at-

tadakhul, kadang juga disebut dengan ad-dammu wa al-jam‟u yang 

bermakna bersetubuh., berkumpul dan akad.
16

 Bahkan perkawinan 

dalam literature fiqh disebut dengan dua kata yaitu, nikah dan zawaj.
17

 

Nikah di istilahkan dengan akad, Dimana akad merupakan sebagai 

diperbolehkannya bersenggama. Karena nikah adalah akad, maka 

pernikahan didefinisikan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau 

                                                           
15

 Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh „ala al-Madzahib al-Arba‟ah, Jilid 4, (Beirut: Dar al-

Kutub al-„Ilmiyyah, 2010), h. 5. 
16

 Kumedi Ja‟far, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Bandar Lampung: CV Arjasa 

Pratama, 2021), Cet 1, h. 13 
17

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat 

dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 35. 
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mitsaqan ghalidhan untuk memenuhi perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah. Dengan kata lain nikah (kawin) 

menurut arti asli adalah hubungan seksual sedangkan menurut arti 

majazi atau arti hukum, nikah (kawin) adalah akad atau perjanjian 

yang menjadikan halal hubungan seksual antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri.
18

 

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan 

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 

isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
19

. 

Menurut ulama Syafi‟iyah adalah suatu akad dengan 

menggunakan lafal nikah atau zawj yang menyimpan arti wati‟ 

(hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat 

memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya. Suatu akad tidak 

sah tanpa menggunakan lafal-lafal yang khusus seperti akan kithabah, 

akad salam, akad nikah. Nikah secara hakiki adalah bermakna akad 

dan secara majas bermakna wat‟un.
20

  

 

 

 

                                                           
18

 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU NO.1 Tahun 

1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 1. 
19

 Indonesia, Undang-Undang No 1 Tentang Perkawinan 
20

 Dwi Dasa Suryantoro dkk, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam”, Jurnal 

Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman, Vol.7, No.2, (2021), h. 40. 
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b. Dasar Hukum Nikah 

1) Al-Qur‟an 

Surah An-Nur ayat 32:
21

 

                   

                     

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di 

antara kamu dan juga orang-orang yang layak 

(menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki 

maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan 

memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-

Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” 

 

 Surah Ar-Rum ayat 21:
22

 

                               

                                 

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa 

Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari 

(jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram 

kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan 

kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi 

kaum yang berpikir.”  

 

2) Hadist 

لََةَ َعلَيَْهَ َوَقاَلََ لََمَ َالصَّ جَََمَنَْ} :وَالسَّ يَََفقَدَََْتزََوَّ بَادَةَ َن صْفَََأُعْط   العْ 

Artinya : "Siapa yang menikah maka sungguh ia telah diberi 

setengahnya ibadah." (HR. Abu Ya'la) 

                                                           
21

 Kementrian Agama RI, Q.S An-Nur (24): 32 
22

 Kementrian Agama RI, Q.S Ar-Rum (30): 21 
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ََمَعْشََََيََ  بَاب  تَطَاعَََمَنَ َالش َّ َ َاس ْ نكْ  جْ،َالبَْاءَةَََم  وَّ َّهَ َفلَْيَتَََ ن
ِ
ََفاَ ،َأَغضَ  َل لْبَصََ 

عََْلمَََْوَمَنََْل لفَْرْج ،َوَأَحْصَنَ  تطَ  وْمَ َفعََليَْهَ َيسَ ْ لصَّ َّهَ َبِ  ن
ِ
 وجاءَ َلََ َفاَ

Artinya, "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang 

sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia 

menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan 

pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja 

yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena 

puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya". (HR 

Bukhari & Muslim) 

 

c. Rukun dan Syarat Nikah 

1) Rukun Nikah  

Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun nikah itu terdiri atas:
23

 

a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan 

b) Adanya wali dari pihak calon pengantin Wanita 

c) Adanya dua orang saksi 

d) Adanya sighat akad nikah. 

2) Syarat Pernikahan 

Syarat Mempelai Pria 

a) Bukan mahram dari calon isteri  

b) Tidak terpaksa / atas kemauan sendiri.  

c) Orangnya tertentu / jelas orangya.  

d) Tidak sedang menjalankan ihram haji 

Syarat mempelai Wanita 

a) Tidak bersuami  

b) Bukan mahram  

                                                           
23

 Kumedi Ja‟far, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Bandar Lampung: CV Arjasa 

Pratama, 2021), Cet 1, h. 40 
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c) Tidak sedang dalam „iddah 

d) Merdeka atas kemauan sendiri
24

 

Syarat Wali, ialah karena hubungan kekerabatan: ayah, kakek, dan 

anak laki, kepala negara, wakilnya ataupun hakim.
25

 

a) Laki-laki  

b) Baligh  

c) Berakal  

d) Tidak dipaksa  

e) Adil  

Syarat Saksi 

a) Laki-laki  

b) Baligh  

c) Berakal  

d) Dapat mendengar dan melihat  

e) Tidak dipaksa  

f) Tidak sedang melaksanakan ihram  

g) Memahami apa yang digunakan untuk ijab qabul
26

 

Syarat Ijab Qabul 

a) Adanya pernyataan mengawinkan/menikahkan dari wali  

b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki  

                                                           
24

 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 

h. 39. 
25

 Mardani, Ibid., h.43 
26

 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenadamedia Group,2019), Cet. 

8, h. 33 
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c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari dua kata 

tersebut  

d) Antara ijab dan qabul bersambung dan jelas maksudnya  

e) Orang yang terikat dengan ijab dan kabul tidak sedang ihram 

haji atau umrah  

f) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat 

orang, yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai 

wanita dan dua orang saksi.
27

 

d. Mahar (maskawin) sebagai syarat pernikahan yang wajib adanya. 

 Mahar merupakan salah satu unsur penting dalam perkawinan 

Islam yang memiliki kedudukan hukum yang kuat. Secara bahasa, 

mahar berasal dari kata al-mahr yang berarti pemberian. Dalam istilah 

fikih, mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon 

istri sebagai bentuk penghormatan, kesungguhan, dan tanggung jawab 

dalam ikatan perkawinan. Mahar bukanlah harga seorang perempuan, 

melainkan simbol penghargaan dan hak istri yang harus dipenuhi oleh 

suami.
28

 

Jumhur Ulama sepakat bahwa pernikahan tidak sah kecuali ada 

bukti, dan tidak sah kecuali dihadiri oleh saksi ketika proses akad 

berlangsung. Jika saksi hadir memberikan kesaksian, kemudian 

pasangan yang menikah meminta agar tidak disiarkan tentang 

                                                           
27

 Mardani, Op.,Cit, h. 46 
28

 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid 9, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), 

h. 6859. 
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pernikahan tersebut maka pernikahan tersebut tetap sah secara 

hukum.
29

 

Mahar dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan maskawin. 

Maskawin atau mahar adalah pemberian seorang suami kepada istrinya 

sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsunya aqad nikah sebagai 

pemberian wajib.
30

 Menurut Kompilasi Hukum Islam, mahar adalah 

pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai 

wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan 

dengan hukum Islam. 

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, ketentuan mengenai 

mahar diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 30 KHI 

menyatakan bahwa calon suami wajib membayar mahar kepada calon 

istri, dan mahar tersebut menjadi hak pribadi istri sepenuhnya.⁵ KHI 

juga menegaskan bahwa mahar harus disepakati bersama dan 

dilaksanakan dengan asas kemudahan serta kesederhanaan.
31

 

2. Poligami dalam Hukum Islam 

Istilah poligami berasal dari Bahasa Yunani, yakni poli atau polus, 

yang berarti banyak, dan gamein atau gamos yang berarti perkawinan.
32

 

Poligami dari bahasa Arab berasal dari kata ta‟addud az-zaujat, yaitu 

menambah istri. 
33

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan 

                                                           
29

 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Depok: Adipustaka, 2014), h. 213. 
30

 Mardani, Loc.,Cit, h. 47 
31

 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 30. 
32

 Muhammad Mujib et.,al,Kajian Fiqh Munakahat Kontemporer, (Jakarta: Publica 

Indonesia Utama, 2024), Cet 1, h. 85 
33

 Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: 

Gama Media,2017), h. 175. 
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bahwa poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki 

atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.
34

 

Dengan kata lain, poligami merupakan perkawinan seorang suami dengan 

lebih dari satu orang istri (poligini), atau perkawinan seorang istri dengan 

lebih satu orang suami (poliandri). Namun, dalam pandangan umum, 

istilah poligami cenderung dipahami sebagai perkawinan yang dilakukan 

oleh seorang suami dengan beberapa orang istri dalam waktu bersamaan. 

Lawan dari poligami adalah monogami, yakni perkawinan seorang suami 

dengan seorang istri.
35

 

Dalam kajian kontemporer, poligami dipandang sebagai rukhṣah 

(dispensasi hukum) yang diberikan dalam kondisi tertentu, bukan sebagai 

model perkawinan ideal yang diwajibkan bagi setiap pria Muslim. Artinya, 

meskipun hukum Islam mengizinkan poligami, statusnya tetap longgar 

dan sangat bergantung pada pemenuhan syarat keadilan dan maslahat 

keluarga. Menurut penelitian yang berorientasi pada maqāṣid al-syarī„ah, 

praktik poligami harus dipahami dalam konteks tujuan syariat yaitu 

menjaga ketentraman keluarga dan melindungi pihak rentan seperti janda 

dan anak yatim. Jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, poligami justru 

berpotensi menimbulkan kerugian, ketidakadilan gender, serta dampak 

psikologis dan sosial bagi perempuan dan anak.
36

 

 

                                                           
34

 Iffah Qanita Nailiya, Poligami Berkah atau Musibah?, (Yogyakarta: Diva Press, 2016), 

Cet 1, h.15. 
35

 Ibid., h. 16 
36

 Aida Humaira, Nabiilah Ar Rasyidah, dkk, “Polygamy in Islamic Law and 

Contemporary Muslim Societies: A Maqāṣid-Oriented Systematic Review,” Fuaduna: Jurnal 

Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan, Vol. 7, No. 2, Tahun 2023, h. 101 
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a. Dasar Hukum Poligami 

Allah SWT memperbolehkan berpoligami sampai 4 orang istri 

dengan syarat berlaku adil kepada mereka.Yaitu adil dalam melayani 

istri,seperti urusan nafkah,tempat tinggal, pakaian, giliran,dan segala 

hal yang bersifat lahiria.Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu 

istri saja (monogami). Hal ini berdasarkan firman Allah pada surat An-

Nisa‟ ayat 3 yang berbunyi:
37

 

                        

                        

               

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap 
(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), 
maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: 
dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan 
dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau 
budak-budak perempuan yang kamu miliki. Yang demikian 
itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (QS. An-Nisa: 
3). 

 

Islam tidak melarang praktik poligami sehingga apabila 

seseorang ingin melakukan poligami maka hukumnya sah saja dengan 

dasar melakukanya bukan untuk semata memenuhi nafsu tetapi untuk 

memberikan sebuah kemaslahatan, karena hal ini Islam mengatur 

bahwa poligami dibatasi hanya dengan boleh menikahi maksimal 4 

wanita, meskipun sebelum Islam datang secara terang-terangan 

poligami dapat dilakukan tanpa batas maksimal sehingga maksud dari 

praktik poligami ini boleh dilakukan apabila dalam keadaan darurat.
38

 

                                                           
37

 Kementrian Agama RI, Q.S An-Nisa‟ (4) 3. 
38

 Reza Fitra Ardhian dkk, “Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia 

Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama”, Privat Law, Vol 3., No. 2., (2015), h. 

101. 
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b. Syarat Poligami 

 Dalam Surah An-Nisa‟ ayat 3 menjelaskan bahwa jika suami 

dapat berlaku adil atas istri-istrinya maka sudah memenuhi syarat 

dalam berpoligami. Poligami harus didasari oleh adanya keinginan 

bagi pelakunya untuk mewujudkan kemaslahatan di antara keluarga 

dan juga memenuhi persyaratan terwujudnya keadilan di antara suami, 

para isteri, dan anak-anak mereka. Dengan demikian, jika poligami 

dilakukan hanya sekedar untuk pemenuhan nafsu, apalagi hanya 

sekedar mencari prestasi dan prestise di tengah-tengah masyarakat 

yang hedonis dan materialis sekarang, serta mengabaikan terpenuhinya 

dua prinsip utama dalam hukum Islam tersebut, maka tentu saja 

poligami tidak dibenarkan. 

 Poligami dalam hukum Islam merupakan suatu solusi bagi 

sebagian orang (sedikit) untuk mewujudkan kesempurnaan dalam 

kehidupan keluarga yang memang tidak dapat dicapai dengan 

monogami. Problem ketiadaan anak yang mungkin disebabkan oleh 

kemandulan seorang isteri, ketidakpuasan seorang suami karena 

kurangnya pelayanan yang prima dari seorang isteri, atau tujuan-tujuan 

dakwah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Saw merupakan 

sederetan problem yang barangkali bisa dipecahkan oleh lembaga 

poligami ini.
39
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c. Poligami dalam Hukum Positif 

 Poligami dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya tidak 

dilarang, namun dibatasi secara ketat oleh peraturan perundang-

undangan. Negara menganut asas monogami sebagai prinsip utama 

dalam perkawinan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun demikian, 

undang-undang tersebut tetap membuka kemungkinan bagi seorang 

suami untuk beristri lebih dari satu orang dengan syarat-syarat tertentu 

yang harus dipenuhi.
40

 

Selain alasan substantif, hukum positif juga menetapkan syarat 

administratif yang ketat bagi pelaksanaan poligami. Suami harus 

mendapatkan persetujuan dari istri atau istri-istrinya, mampu 

menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya, serta mampu 

berlaku adil. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara menempatkan 

perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai pertimbangan 

utama dalam mengizinkan poligami.
41

 

Pengadilan akan memberikan izin manakala seluruh syarat-

syaratnya terpenuhi. Pasal 4 Ayat 2 UU Perkawinan mempersyaratkan 

beberapa hal yang harus dipenuhi sehingga permohonan izin poligami 

dapat dikabulkan yaitu:
42
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1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;  

2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan;  

3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Syarat selanjutnya yang 

harus ditunjukkan di depan persidangan oleh pemohon yang 

mengajukan permohonan izin poligami dari Pengadilan Agama 

yaitu sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat 1 yang 

menyatakan Untuk dapat mengajukan permohonan kepada 

Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 

Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
43

 

a) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;  

b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan 

hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;  

c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap 

isteriisteri dan anak-anak mereka. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur untuk 

berpoligami yang tercantum pada pasal 55-59.
44

 

Pasal 55 KHI: 

(1) Seorang pria hanya boleh memiliki maksimal empat istri secara 

bersamaan.  

(2) Syarat utama adalah suami harus mampu berlaku adil terhadap 

semua istri dan anak-anaknya.  

                                                           
43
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(3) Jika tidak mampu berlaku adil, suami dilarang beristri lebih dari 

satu orang.  

Pasal 56 KHI:  

(1) Suami yang akan beristri lebih dari satu orang wajib mendapatkan 

izin dari pengadilan.  

(2) Perkawinan yang dilakukan tanpa izin pengadilan tidak memiliki 

kekuatan hukum.  

Pasal 57 KHI: 

(1) Pengadilan hanya akan memberikan izin poligami apabila syarat-

syarat berikut terpenuhi:  

(a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.  

(b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan.  

(c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.  

Pasal 58 KHI: 

(1) Mengatur lebih lanjut mengenai prosedur pengajuan permohonan 

izin poligami ke pengadilan.  

(2) Suami harus mengajukan permohonan secara tertulis dan 

memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.  

Pasal 59 KHI: 

Apabila istri menolak memberikan persetujuan, dan 

permohonan izin poligami didasarkan pada alasan di Pasal 57 KHI, 

maka Pengadilan Agama dapat memberikan izin setelah memeriksa 

dan mendengarkan istri dalam persidangan. Penetapan dari pengadilan 

ini dapat diajukan banding atau kasasi oleh istri atau suami. 
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Poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan atau tanpa 

pencatatan resmi, seperti poligami siri, tidak diakui secara hukum 

positif dan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum. 

Dampak dari praktik tersebut antara lain tidak adanya kepastian hukum 

terhadap status istri dan anak, serta sulitnya menuntut hak-hak 

keperdataan. Oleh karena itu, hukum positif Indonesia menekankan 

bahwa poligami hanya sah dan diakui apabila dilakukan sesuai 

prosedur hukum yang berlaku.
45

 

3. Isbat Nikah  

Isbat berasal dari Bahasa Arab atsbata-yutsbitu-isbatan yang 

artinya adalah penguatan. Sedang dalam kamus ilmiah populer kata itsbat 

diartikan sebagai memutuskan atau menetapkan. Sedang nikah dalam 

kamus hukum diartikan sebagai akad yang memberikan faedah untuk 

melakukan mut‟ah secara sengaja, kehalalan seoranglaki laki untuk 

beristimta‟ dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang 

menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar‟i.
46

 Sedangkan 

menurut bahasa isbat nikah terdiri dari dua kata yaitu kata “itsbat” yang 

merupakan masdar atau asal kata dari “atsbata” yang memiliki arti 

“menetapkan”, dan kata “nikah” yang berasal dari kata “nakaha” yang 
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memiliki arti “saling menikah”, dengan demikian kata “itsbat nikah” 

memiliki arti yaitu “penetapan pernikahan”.
47

 

Isbat nikah merupakan salah satu mekanisme hukum yang 

disediakan oleh negara untuk memberikan pengakuan dan kepastian 

hukum terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan menurut syariat 

Islam, tetapi belum dicatatkan secara resmi oleh negara. Keberadaan isbat 

nikah sangat penting dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia 

karena menyangkut perlindungan hak-hak suami, istri, dan anak.
48

 

Dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang melangsungkan 

perkawinan tanpa pencatatan resmi, baik karena faktor ekonomi, sosial, 

maupun pemahaman hukum yang rendah. Perkawinan semacam ini 

dikenal dengan istilah perkawinan siri. Meskipun sah secara agama, 

perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum negara sebelum adanya 

penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama.
49

 

Namun demikian, tidak semua permohonan isbat nikah dapat 

dikabulkan. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai terpenuhi atau 

tidaknya syarat formil dan materiil suatu perkawinan. Apabila ditemukan 

adanya pelanggaran hukum, maka permohonan isbat nikah dapat ditolak. 

Salah satu bentuk perkawinan siri yang sering diajukan isbat nikahnya 

adalah poligami siri. Poligami siri adalah perkawinan poligami yang 
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dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama dan tanpa pencatatan resmi oleh 

negara. Praktik ini cukup banyak terjadi dalam masyarakat.
50

 

Isbat nikah poligami ialah suatu proses untuk memberikan sebuah 

pengakuan atas pencatatan pernikahan poligami dihadapan hukum secara 

sah. Karena jika tidak diisbatkan berakibat pernikahan poligami dianggap 

tidak sah di mata hukum sehingga memberikan dampak pada terancamnya 

hak istri dan anak. Maka adanya isbat nikah maka pernikahan poligami 

dapat disahkan dan dapat memberikan payung hukum bagi pelaku 

pernikahan poligami sehingga terlindungilah hak seluruh pihak. Isbat 

nikah dalam poligami juga berperan penting dalam memberikan 

perlindungan terhadap perempuan khususnya dalam memberikan 

kepastian kepada perempuan bawasanya perempuan memiliki ikatan 

perkawinan serta guna untuk memberikanya hak dan perlindungan yang 

selayaknya misalnya hak dalam meminta cerai, perlakuan adil, hak waris 

dan hak yang lain.
51

 

Seseorang yang melakukan poligami sirri itu artinya telah 

melakukan tindakan melawan hukum dengan tidak mematuhi undang-

undang pernikahan nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan dengan jelas 

poligami harus mendapat izin dari pengadilan agama sebagaimana bunyi 

pasal 4. Akibat dari pernikahan sirri, seseorang tidak bisa mendapat akses 

publik,baik untuk dirinya, istrinya atau anaknya. Satu-satunya jalan yang 
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bisa ditempuh guna mengesahkan pernikahannya adalah dengan 

mengajukan isbat nikah poligami ke pengadilan agama.
52

 

Selain itu, dalam masyarakat yang tidak terbiasa dengan poligami, 

praktik ini dapat menimbulkan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap 

keluarga poligami. Hal ini dapat memengaruhi reputasi dan status sosial 

dari semua pihak yang terlibat, termasuk suami, istri-istri, dan anakanak. 

Oleh karena itu, itsbat nikah poligami menjadi penting sebagai cara untuk 

melindungi hak-hak dan kesejahteraan keluarga poligami dalam konteks 

hukum dan sosial. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam itsbat 

nikah poligami adalah kesejahteraan anak-anak. Kesejahteraan anak 

adalah prioritas utama dalam Islam, dan poligami yang tidak dilakukan 

dengan benar dapat mengancam kesejahteraan anak-anak yang terlibat. 

Itsbat nikah poligami yang sah akan memastikan bahwa hak-hak anak-

anak diakui dan dijaga. Dalam konteks ini, perlu ada mekanisme 

pengawasan dan perlindungan hak anak yang kuat. Hal ini mencakup 

pemenuhan kebutuhan dasar anak, pendidikan, perawatan kesehatan, dan 

aspekaspek lain yang memastikan kesejahteraan anak-anak. Itsbat nikah 

poligami yang sah juga dapat memastikan bahwa hak waris anak-anak 

dijamin dan dilindungi.
53
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Oleh karena itu, hakim dituntut untuk bersikap bijaksana dalam 

memutus perkara isbat nikah poligami siri. Hakim harus menyeimbangkan 

antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi para 

pihak. Keberadaan isbat nikah pada dasarnya merupakan bentuk respons 

negara terhadap realitas sosial masyarakat. Negara berusaha memberikan 

solusi hukum tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
54

 

Dalam konteks ini, edukasi hukum kepada masyarakat menjadi 

sangat penting. Pemahaman yang baik mengenai hukum perkawinan dan 

poligami diharapkan dapat mencegah praktik perkawinan siri dan poligami 

tanpa izin. Dengan demikian, isbat nikah dan isbat nikah poligami siri 

memiliki kedudukan yang kompleks dalam sistem hukum Indonesia. 

Keduanya berada di persimpangan antara hukum agama, hukum negara, 

dan realitas sosial masyarakat.
55

 

Dengan adanya pengaturan yang tegas dan pemahaman masyarakat 

yang baik, diharapkan praktik perkawinan siri dan poligami tanpa izin 

dapat diminimalkan. Hal ini akan berdampak positif terhadap perlindungan 

hak perempuan dan anak. Pada akhirnya, isbat nikah harus ditempatkan 

sebagai instrumen hukum yang berorientasi pada perlindungan dan 

keadilan, bukan sekadar formalitas administratif. Perlindungan terhadap 

anak dan perempuan harus menjadi prioritas utama.
56
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Tujuan dan manfaat dari adanya itsbat nikah adalah untuk 

mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum bagi masing-masing 

pasangan suami istri terhadap terjadinya suatu perkawinan sehingga 

dengan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum dapat 

mempermudah dalam segala hal seperti sebagai bukti sahnya penikahan, 

untuk menjamin hak-hak dalam pernikahan jika terjadi perceraian 

termasuk hak memperoleh warisan dan hak pensiun serta perlindungan 

terhadap status anak yang lahir dari perkawinan itu dan perlindungan 

terhadap akibat hukum yang akan muncul kemudian hari salah satunya 

dalam hal pembuatan akta kelahiran.
57

 

Manfaat penting lainnya dari isbat nikah poligami siri adalah 

perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Isbat 

nikah berfungsi untuk mengesahkan status perkawinan orang tua, yang 

secara langsung berdampak pada kejelasan asal usul dan status hukum 

anak. Dengan diakuinya perkawinan secara hukum, anak memperoleh 

kepastian mengenai hubungan perdata dengan kedua orang tuanya serta 

terjamin hak-haknya dalam hukum.
58

 

Secara lebih luas, isbat nikah poligami siri bertujuan untuk 

mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam hukum keluarga Islam. 

Isbat nikah menjadi sarana bagi negara untuk menertibkan praktik 

perkawinan poligami agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 
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Dengan demikian, isbat nikah tidak hanya memberikan manfaat bagi 

individu dan keluarga, tetapi juga bagi masyarakat dan negara dalam 

membangun sistem hukum perkawinan yang adil dan berorientasi pada 

perlindungan pihak yang rentan.
59

 

4. Kedudukan dan Asal Usul Anak 

 Anak merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan penting 

dan harus mendapatkan perlindungan hukum sejak lahir, bahkan sejak 

dalam kandungan. Dalam perspektif hukum Islam, anak dipandang sebagai 

amanah dari Allah SWT yang memiliki hak-hak dasar yang wajib dipenuhi 

oleh orang tuanya, seperti hak atas nasab, pemeliharaan, pendidikan, dan 

perlindungan.60. Anak memiliki kedudukan yang mulia dan harus 

dilindungi hak-haknya. Kedudukan anak dalam Islam sangat erat 

kaitannya dengan konsep nasab. Nasab merupakan hubungan keturunan 

yang sah antara anak dan orang tuanya yang menimbulkan akibat hukum 

tertentu. Melalui nasab inilah ditentukan hak dan kewajiban antara anak 

dan orang tua, seperti nafkah, perwalian, dan warisan.
61

 Dalam hukum 

nasional, anak yang lahir dari perkawinan yang sah memiliki hubungan 

perdata dengan kedua orang tuanya. Namun, dalam konteks perkawinan 
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siri yang tidak diakui negara, timbul persoalan mengenai pencatatan dan 

pembuktian asal usul anak.
62

 

 Dalam hukum positif Indonesia, kedudukan dan status hukum 

anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 
63

 Anak yang 

lahir dari perkawinan yang sah memiliki hubungan perdata dengan kedua 

orang tuanya, baik ibu maupun ayah. Namun, dalam kasus anak yang lahir 

dari perkawinan yang tidak tercatat atau di luar perkawinan yang sah 

menurut hukum negara, sering kali muncul persoalan terkait hubungan 

perdata dengan ayahnya, terutama dalam aspek administrasi kependudukan 

dan pengakuan hukum.
64

  

Salah satu hak dasar anak adalah hak atas identitas. Hak ini 

meliputi hak atas nama, kewarganegaraan, dan pencatatan kelahiran. Akta 

kelahiran menjadi bukti hukum yang sangat penting bagi anak untuk 

memperoleh akses terhadap berbagai layanan publik, seperti pendidikan 

dan kesehatan.
65

 Selain hak atas identitas, anak juga memiliki hak untuk 

hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Hak ini mencakup 
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pemenuhan kebutuhan fisik, mental, sosial, dan spiritual anak agar dapat 

mencapai potensi dirinya secara maksimal.
66

 

 Berdasarkan peraturan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khusunya 

pada Pasal 6 yaitu “perkawinan yang tidak memiliki surat nikah atau 

perkawinan yang tidak tercatat pada dasarnya tidak memiliki akibat hukum 

apapun”. Dapat diartikan dengan apabila terdapat suatu permasalahan 

dalam suatu perkawinan tersebut, seperti suami atau istri tidak 

menjalankan kwajibannya, baik pihak suami maupun istri tidak 

diperbolehkan untuk menuntut permasalahan tersebut ke pengadilan. 

Dimana tuntunan tersebut berkaitan dengan kebutuhan isteri dan anak 

maupun harta yang diperoleh selama perkawinan. Terlebih lagi dalam hak 

pewarisan, apabila diantara satu pihak dari keluarga tersebut meninggal 

dunia, maka yang hidup tidak bisa mendapat harta tersebut.
67

 

 Lalu berdasarkan penjelasan dari Pasal 7 ayat (1) Kompilasi 

Hukum Islam menyatakan bahwa Akta Nikah yang diadakan oleh Pegawai 

Pencatat Nikah atau PPN dapat digunakan sebagai bukti dari suatu 

perkawinan. Dengan adanya ketentuan tersebut, Akta Nikah menjadi suatu 

bukti satu-satunya yang dapat digunakan untuk mengetahui kejelasan 

status perkawinan. Sedangkan bagi masyrakat yang tidak memiliki Akta 

Nikah, dengan demikian segala bentuk dari adanya akibat hukum tentang 

perkawinan tidak dapat terselesaikan dalam jalur hukum, baik hal tersebut 
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adalah pengajuan perceraian, pembagian harta gono-gini, warisan, 

kejelasan pada status anak.
68

 

Seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia, kedudukan dan 

status hukum anak mengalami dinamika yang cukup signifikan. Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan terobosan 

hukum dengan menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan 

memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat 

dibuktikan secara ilmiah dan hukum. Putusan ini mencerminkan upaya 

negara dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih adil bagi anak, 

tanpa memandang status perkawinan orang tuanya. Dengan demikian, 

prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) 

menjadi landasan utama dalam menentukan kedudukan dan status hukum 

anak dalam sistem hukum nasional.
69

 

Kedudukan anak sebagai subjek hukum juga berkaitan dengan hak atas 

identitas. Anak berhak memiliki nama, kewarganegaraan, dan pencatatan 

kelahiran sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keberadaannya. Identitas ini 

menjadi dasar bagi anak untuk mengakses berbagai hak lainnya.
70

 

Selain itu, anak memiliki kedudukan sebagai pihak yang harus 

dilindungi dari segala bentuk diskriminasi. Perbedaan status kelahiran 

tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi martabat dan hak anak. 

Prinsip non-diskriminasi ini menjadi salah satu asas utama dalam 
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perlindungan anak.
71

 Dalam konteks keluarga, kedudukan anak menuntut 

orang tua untuk bertanggung jawab penuh terhadap tumbuh kembang 

anak. Orang tua tidak hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan materi, 

tetapi juga memberikan perhatian, pendidikan, dan pembinaan moral. 

Kedudukan anak juga berkaitan dengan hak untuk hidup, tumbuh, 

dan berkembang secara optimal. Setiap anak berhak memperoleh 

lingkungan yang aman dan kondusif agar dapat mencapai potensi dirinya 

secara maksimal. Negara memiliki peran penting dalam menjamin 

kedudukan anak melalui kebijakan dan peraturan perundang-undangan. 

Negara wajib memastikan bahwa setiap anak memperoleh perlindungan 

hukum yang memadai tanpa membedakan latar belakang keluarga atau 

status sosialnya.
72

 

Dengan adanya berbagai pengaturan tersebut, kedudukan anak 

dalam sistem hukum Indonesia semakin diperkuat. Anak tidak lagi 

dipandang sebagai objek, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki 

hak dan kepentingan yang harus dihormati. Oleh karena itu, pemahaman 

mengenai kedudukan anak menjadi sangat penting, terutama dalam 

konteks hukum keluarga. Pemahaman ini dapat mencegah terjadinya 

pelanggaran hak anak dan mendorong terciptanya keadilan bagi anak.
73
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Dengan demikian, kedudukan anak harus ditempatkan sebagai 

prioritas utama dalam setiap kebijakan dan keputusan hukum. 

Perlindungan terhadap anak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga 

tanggung jawab moral demi mewujudkan generasi yang berkualitas dan 

berkeadilan. 

 

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Kajian dan pembahasan mengenai isbat nikah tanpa izin istri pertama 

ini bukanlah penelitian yang pertama kali dilakukan. Berdasarkan penelurusan 

penulis, setidaknya penulis menemukan beberapa kaya ilmiah yang 

mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis bahas. Untuk itu penulis 

akan mengemukakan karya-karya ilmah tersebut untuk membuktikan bahwa 

apa yang penulis bahas berbeda dengan tulisan-tulisan atau penelitian 

sebelumnya. 

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Busyro (2019) dalam jurnal berjudul 

“Isbat Nikah dan Perlindungan Hak Anak”. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

isbat nikah memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum 

terhadap status perkawinan dan perlindungan hak anak, khususnya terkait 

pencatatan kelahiran dan hubungan perdata anak dengan orang tuanya. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada 

pembahasan isbat nikah dan perlindungan hak anak. Perbedaannya, 
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penelitian Busyro tidak secara khusus membahas isbat nikah dalam 

konteks poligami siri yang permohonannya ditolak oleh pengadilan. 

2. Penelitian kedua adalah skripsi yang ditulis oleh Rina Sari (2020) dengan 

judul “Status Anak dari Perkawinan Siri Ditinjau dari Hukum Islam dan 

Hukum Positif”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis 

normatif dengan pendekatan komparatif antara hukum Islam dan hukum 

positif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa anak dari perkawinan siri 

tetap mendapatkan perlindungan hukum tertentu, meskipun perkawinannya 

tidak dicatatkan. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada 

pembahasan status dan kedudukan anak dari perkawinan siri, sedangkan 

perbedaannya terletak pada fokus penelitian, karena penelitian tersebut 

tidak mengkaji dampak penolakan isbat nikah berdasarkan putusan 

pengadilan tertentu. 

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Nurul Huda (2015) dalam jurnal 

“Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di 

Indonesia”. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. 

Penelitian tersebut menekankan bahwa poligami dalam hukum Islam 

diperbolehkan dengan syarat keadilan, namun dalam hukum positif 

Indonesia dibatasi secara ketat demi melindungi hak istri dan anak. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada 

pembahasan poligami dan pembatasannya dalam hukum positif. Adapun 

perbedaannya, penelitian Nurul Huda tidak membahas implikasi hukum 

poligami siri terhadap status anak dan tidak mengkaji putusan pengadilan 

agama secara spesifik. 
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4. Penelitian keempat adalah skripsi yang ditulis oleh Nada Naila Karimah 

(2020) berjudul “Praktik Penyelesaian Status Anak dari Perkawinan 

Tidak Tercatat di Pengadilan Agama”. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian empiris (lapangan) dengan pendekatan kualitatif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pengadilan agama berupaya melindungi 

hak anak melalui mekanisme penetapan asal usul anak meskipun 

perkawinan orang tuanya tidak tercatat. Persamaan dengan penelitian 

penulis terletak pada pembahasan mekanisme perlindungan hukum 

terhadap anak, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, 

karena penelitian ini tidak secara khusus membahas penolakan isbat nikah 

poligami siri. 

5. Penelitian kelima dilakukan oleh Shafa Salsabila (2021) dengan judul 

“Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Isbat Nikah (Studi Putusan 

Pengadilan Agama)”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus putusan pengadilan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penolakan isbat nikah oleh hakim 

didasarkan pada ketidaksesuaian antara praktik perkawinan dengan 

ketentuan hukum positif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

penulis terletak pada analisis pertimbangan hakim dalam penolakan isbat 

nikah, sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut tidak secara 

khusus mengkaji dampak penolakan isbat nikah terhadap asal usul anak 

dari perkawinan siri poligami. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan (Library 

Reacerch) yaitu suatu tahap pengumpulan data melalui kepustakaan. Berupa 

data dokumen penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu penetapan 

perkara Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Pbr tentang permohonan isbat nikah yang 

tidak diterima. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif 

Normatif yang mana penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat 

dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. 

Karena data yang dibutuhkan penulis didalam berkas perkara Nomor 

184/Pdt.P/2020/PA.Pbr. Penulis mengkaji secara langsung berkas perkara 

tersebut untuk mengumpulkan informasi. 

 

B. Sumber Data 

1. Data primer merupakan data yang utama.Sebagai data yang bersifat 

autoritatif, yakni data yang mempunyai otoritas. Data primer penelitian ini 

diperoleh dari putusan Pengadilan Agama Nomor (184/Pdt.P/2020/PA.Pbr). 

2. Data sekunder, yang menjadi data sekunder pada kali ini yakni bahan 

pendukung yang ada hubungannya dengan pembahasan, dalam hal ini 

adalah buku-buku, jurnal-jurnal, artikel dan Undang-Undang yang 

berhubungan dengan penelitian. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melakukan pengumpulan data dilakukan melalui beberapa 

tahap, data yang diperoleh secara langsung dari sebagai data (primer) dan dari 

bahan pustaka data (Sekunder) untuk kedua jenis ini peneliti menggunakan 

dua metode pengumpulan data. 

 

D. Teknik Analisa Data 

Setelah data terkumpul maka selanjutnya adalah menganalisa data-data 

tersebut. Untuk menganalisis data diperlukan suatu metode analisis yang tepat. 

Analisis data dari hasil pengumpulan data, merupakan tahapan yang penting 

dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah.
74

 

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan oleh penulis 

adalah metode content analisis. Tahapan analisis-analisis ini adalah pertama, 

mereduksi data dimana sebagai proses seleksi dan memfokuskan terkait isbat 

nikah tanpa izin istri pertama. Kedua, display data, dalam tahap ini penulis 

akan menghubungkan data satu dengan data yang lainnya (antara data sumber 

primer dan sumber sekunder). Sehingga pada tahap ini akan menghasilkan 

data yang konkret dan memperjelas informasi agar lebih mudah dipahami oleh 

pembaca. 
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E. Metode Penulisan 

Setelah data terkumpul dan valid, maka penulis akan mengelolah data 

dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu mengumpulkan data dan 

keterangan kemudian dianalisa hingga disusun sebagaimana yang dikehendaki 

dalam penelitian ini. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan uraian singkat mengenai Gambaran dalam 

penelitian ini, maka peneliti membagi penelitian ini menjadi 5 (lima) bab yang 

saling berhubungan. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini menggambarkan latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. 

 BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini membahas tinjauan Pustaka tentang poligami dalan 

hukum Islam dan hukum positif, isbat nikah, dan kedudukan dan asal 

usul anak 

 BAB III METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini menjelaskan mengenai metodologi penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB IV  Pada bab ini akan menjawab berbagai rumusan masalah yang ada, 

yaitu tentang analisis pertimbangan hakim terhadap putusan perkara 

Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Pbr, dampak penolakan isbat nikah 

poligami siri terhadap asal usul dan status anak, dan kedudukan anak 
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yang lahir dari perkawinan poligami siri setelah adanya penolakan 

isbat nikah. 

BAB V  Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan 

saran yang diperoleh dari hasil penelitian 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

dalam skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa penolakan permohonan isbat 

nikah poligami siri dalam Putusan Nomor 184/Pdt.P/PA.Pbr oleh Pengadilan 

Agama Pekanbaru didasarkan pada pertimbangan hukum positif yang 

menekankan pada asas monogami, kepastian hukum, serta pemenuhan syarat 

formil dan materil poligami sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Tidak 

terpenuhinya izin pengadilan dan persetujuan istri pertama menjadi alasan 

utama penolakan isbat nikah tersebut. 

Penolakan isbat nikah poligami siri membawa implikasi hukum yang 

signifikan terhadap status perkawinan dan akibat hukumnya. Secara yuridis, 

perkawinan siri poligami yang tidak diisbatkan tidak memiliki kekuatan 

hukum negara, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum keperdataan 

sebagaimana perkawinan yang sah dan tercatat. Hal ini berdampak pada tidak 

diakuinya hubungan hukum antara suami dan istri secara formal, serta 

menimbulkan ketidakpastian hukum dalam aspek administrasi dan 

perlindungan hukum. 

Dampak yang paling krusial dari penolakan isbat nikah tersebut 

dirasakan oleh anak yang lahir dari perkawinan siri poligami. Anak 

menghadapi persoalan dalam penetapan asal usul dan status hukum, 
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khususnya terkait pencantuman identitas ayah dalam akta kelahiran dan 

hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Meskipun secara hukum Islam 

anak tetap dipandang sah apabila perkawinan orang tuanya memenuhi rukun 

dan syarat nikah, namun dalam hukum positif anak berpotensi hanya memiliki 

hubungan perdata dengan ibunya apabila tidak ditempuh upaya hukum 

lanjutan. 

Namun demikian, sistem hukum Indonesia telah menyediakan 

mekanisme perlindungan hukum bagi anak melalui penetapan asal usul anak 

dan perkembangan yurisprudensi, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut menegaskan bahwa anak yang 

lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum negara tetap memiliki 

hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara 

ilmiah dan hukum. Hal ini menunjukkan adanya orientasi hukum yang 

semakin menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi anak. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penolakan isbat nikah 

poligami siri tidak serta-merta menghilangkan hak-hak anak sebagai subjek 

hukum, namun dapat membatasi pemenuhannya apabila tidak disertai dengan 

langkah hukum alternatif. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara 

penegakan hukum perkawinan dan perlindungan hak anak agar tercipta 

keadilan substantif. Negara, pengadilan, dan masyarakat memiliki peran 

penting untuk memastikan bahwa anak tidak menjadi pihak yang dirugikan 

akibat pelanggaran atau ketidaktertiban hukum yang dilakukan oleh orang 

tuanya. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak penolakan permohonan 

isbat nikah poligami siri terhadap asal usul dan kedudukan hukum anak, maka 

penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut. 

Pertama, kepada masyarakat, khususnya umat Islam, diharapkan agar 

lebih memahami pentingnya pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan 

hukum negara. Perkawinan yang hanya dilakukan secara agama tanpa 

dicatatkan, terlebih lagi dalam bentuk poligami siri, berpotensi menimbulkan 

berbagai persoalan hukum di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan 

status hukum istri dan anak. Oleh karena itu, sebelum melangsungkan 

perkawinan, masyarakat hendaknya memenuhi seluruh rukun, syarat, dan 

prosedur hukum yang berlaku agar tercipta kepastian dan perlindungan hukum 

bagi seluruh pihak. 

Kedua, kepada para suami yang berniat melakukan poligami, 

disarankan untuk menempuh mekanisme hukum yang telah ditetapkan, yaitu 

dengan mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama. 

Kepatuhan terhadap prosedur ini bukan semata-mata untuk memenuhi 

administrasi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral 

guna menjamin keadilan serta perlindungan terhadap istri dan anak. Poligami 

yang dilakukan tanpa izin pengadilan justru akan menimbulkan mudarat yang 

lebih besar, khususnya bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut. 
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Ketiga, kepada Pengadilan Agama, meskipun penolakan permohonan 

isbat nikah poligami siri telah sesuai dengan ketentuan hukum positif, 

diharapkan tetap mengedepankan prinsip perlindungan terbaik bagi anak. 

Dalam hal isbat nikah tidak dapat dikabulkan, pengadilan dapat memberikan 

alternatif perlindungan hukum bagi anak, seperti melalui mekanisme 

penetapan asal usul anak atau upaya hukum lain yang memungkinkan, 

sehingga hak-hak dasar anak tetap dapat terpenuhi tanpa harus 

mengesampingkan kepastian hukum. 

Keempat, kepada pemerintah dan pembuat kebijakan, disarankan untuk 

memperkuat regulasi dan sosialisasi terkait perkawinan, poligami, dan isbat 

nikah, khususnya mengenai dampak hukum dari perkawinan siri. Selain itu, 

diperlukan penguatan koordinasi antara lembaga peradilan, Kantor Urusan 

Agama, dan instansi kependudukan agar perlindungan terhadap hak anak 

dapat diwujudkan secara lebih efektif dan tidak terhambat oleh persoalan 

administratif. 
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